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Tingkatkan Sosialisasi Sinkronisasi KJP dan KIMU

JAKARTA - Sosialisasi sinkronisasi data Kartu Jakar-
ta Pintar (KTP) Plus dan Kartu Jukarta Mahasiswa Unggul
(KIMU) perlu terus ditingkakan. Desakan ini datang dari
anggota Komisi E DPRD DKI, Muhammad Thamrin.

“Pemerintah Provinsi harus meningkatkan sosialisasi
sinkronisasi KIP dan KIMU. Sebab selama ini minim sosiali-
sasi bahwa penerima lanjutan harus melakukan input data
kembali," tandas Thamrin di Jakarta, Kamis.

Thamrin menjelaskan, polemik KTP Plus dan KT/MU men-
jadi bukti kurangnya sinkronasisi kebijakan dan lemahnya
komunikasi publik pemerintah. Terlebih, dia menemukan
banyaknya pembatalan kepada siswa dan mahasiswa yang
sebelumnya menjadi penerima. ‘Apalagi dalam satu Ke-
luarga ada anak yang menerima dan tidak.

“Pembatalan status seharusnya dapat terjadi bila maha-
siswa melanggar larangan KIMU yang sudah diketahui oleh
penerima baik siswa maupun mahasiswa,” ujarnya. Dia
menyayangkan Pemprov DKI terbilang kurang maksimal
dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Eiva
Qolbina, turut menyoroti pemotongan anggaran KJMU.
Padahal ini salah satu program penting dalam memabntu
pendidikan mahasiswa. “Anggaran KIMU dan program-
program terkait dalam APBD 2023 mencapai 782 miliar.
Namun banayk dipangkas sehingga tinggal 470 miliar ta-
hun ini," kata Elva.

Dia menilai, pengalihan anggaran KIMU sebagai con-
toh konkret politisasi alokasi anggaran tingkat Pemerintah
Daerah. Ini berarti keputusan anggaran menjadi subjek ke-
pentingan politik tahunan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi
Hartono, menegaskan penerima KIP Plus dan KIMU harus
sesuai dengan syarat dan ketentuan. Selain itu, juga meng-
acu kepada data terpadu kesejahteraan sosial. m Ant/G-1



